
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris 

Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang 

dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan 

narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan 

cepat (stenografie).  

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan 

Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia.
1 Pengertian Notaris dalam ketentuan 

Pasal 1 Instructie voor De Notarissen in Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan 

diangkat  untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan 

kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli 

atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.
2
 

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang mendapat 

kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat 

wasiat, akta, dan sebagainya.
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Menurut Lumban Tobing notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang 

untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 
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dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  atau orang lain.
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Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika notaris, maka pengembanan jabatan notaris 

adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang 

kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat 

pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam 

penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.
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Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.” Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang 

mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang 

pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang 

yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di 

Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang 

diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang 

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu 

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan 

tetap.
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1) Kewenangan Notaris 

Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan 

kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan 

baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang 

pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan 

dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang perubahan atas UUJN.
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Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 undang-undang perubahan 

atas UUJN terdapat dalam Pasal 15 UU perubahan atas UUJN yang tersirat sebagai berikut : 

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 

itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. 

2) Notaris berwenang pula : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus.  

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinanyang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 

d.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 
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e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

g. Membuat akta risalah lelang. 

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai 

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu juga dalam melaksanakan jabatannya Notaris juga berkewajiban untuk menjaga 

kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-

akta yang dibuatnya, membacakan akta di hadapan para pihak, dan menerima karyawan magang 

di kantornya. Mengenai kewajiban Notaris ini diatur secara lengkap dalam Pasal 16 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3) UU perubahan atas UUJN, yakni : 

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : 

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

Protokol Notaris. 

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.  

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta 

Akta. 

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali 

ada alasan untuk menolaknya. 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali 

undang-undang menentukan lain. 



g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak 

lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu 

buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. 

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat 

berharga. 

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan. 

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang 

berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari 

pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir 

bulan. 

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan 

pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan 

yang bersangkutan. 

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di 

bawah tangan,  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris.  

n. Menerima magang calon Notaris 



2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. 

3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :  

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun. 

b. Akta penawaran pembayaran tunai.  

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga. 

d. Akta kuasa.  

e. Akta keterangan kepemilikan. 

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Tinjauan Tentang Akta Autentik 

Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya bagiorang- orang yang membutuhkan 

bantuan hukum, karena dapat berperan sebagai penunjuk arah dalam segala tindakan hukum. 

Fungsi dan peran notaris akan semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian 

hukum bagi para pihak, tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang berupa akta 

autentik yang dihasilkan oleh notaris.  

Dalam Pasal 1868 KUHPer dinyatakan bahwa, suatu akta autentik ialah akta yang dibuat 

dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. Pengertian tersebut sekaligus 

merupakan syarat suatu akta untuk dapat disebut sebagai akta autentik. Penjelasan tersebut, dapat 

dilihat beberapa unsur akta autentik, yaitu : 

 Akta itu dibuat dan diresmikan oleh dalam bentuk menurut hukum; 

 Akta itu dibuat atau di hadapan pejabat umum; 



 Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana 

akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat yang termasuk kewenangan pejabat 

yang membuatnya.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan tentang penggolongan akta autentik, 

yaitu : pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas) dan kedua, akta 

autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (akta partij). 

Menurut G.H.S. Lumban Tobing mengemukakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris 

dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara autentik sesuatu 

tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, 

yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat 

sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu 

dinamakan akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Akan tetapi akta notaris dapat 

juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain 

di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris 

dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di 

hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan 

notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta autentik. 

Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (ten overtaan) notaris.
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Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta partij (para pihak) yang menjadi 

dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan 

permintaan dari para pihak. Jika tidak ada keinginan atau kehendak dari para pihak, maka 

Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan 

para pihak. Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak kepada aturan hukum, dan 
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ketika saran notaris diikuti oleh pihak dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris, hal tersebut 

tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan kehendak notaris, atau isi akta 

merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan notaris. 

C. Tinjauan Tentang Majelis Kehormatan Notaris 

Pasal 66 UUJN-P menyatakan, dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris, Menteri 

membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan 

Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Keanggotan MKN 

berdasarkan UUJN-P Pasal 66A ayat (2) MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: 

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan 

c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.  

Menurut Permenkumhan No. 7 Tahun 2016 Majelis Kehormatan Notaris adalah  

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk 

kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan 

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol 

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Ketentuan Pasal 64 UUJN Tahun 2014 menunjuk pada wewenang MKN yaitu melakukan 

pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas pembinaan yang dilakukan oleh 

Majelis Kohormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma 

agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. 



Adapun tugas dan fungsi MKN yang diatur dalam Permenkumhan No. 7 Tahun 2016 

tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 17 dan Pasal 18, berbunyi: 

Pasal 17  

(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap 

Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan 

Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah. 

Pasal 18 

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: 

a.melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut 

umum, dan hakim; dan 

b.memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan 

Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka: 

a.menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan 

b.memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk 

merahasiakan isi Akta. 

 

D. Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana 

Proses peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme 

atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.
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Proses peradilan pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan, 

Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada proses penyidikan oleh aparat kepolisian, 

penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang 

bukti yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti. apabila tidak cukup bukti atau peristiwa 

tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan batal demi hukum maka penyidik 

berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti 
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telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan 

proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasan 

perkara) yang kemudian diserahkan pada penuntut umum. 

Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:
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1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian. 

2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum). 

3. Tahap pemeriksaan dipengadilan. 
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